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Penelitian ini dilatar belakangi dengan meningkatnya minat pendakian
gunung di Indonesia namun terkait kesadaran dan tanggungjawab pendaki dalam
mematuhi peraturan yang ada masihlah sangat kurang. Dalam hal ini tentu saja
pemerintah juga ikut andil dalam pertanggungjawaban hal-hal tersebut seperti
haruslah ada regulasi dan peraturan yang jelas dan khusus dalam mengatur tentang
gunung di Indonesia, serta haruslah memberikan sanksi yang tegas kepada para
pelanggar aturan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
perbandingan hukum antara regulasi pendakian gunung di Indonesia dengan negara
lain? 2) Bagaimana tanggung jawab hukum pendakian gunung dalam perspektif
hukum islam? Jenis Penelitian ini adalah melalui pendekatan studi literatur dan
analisis normative. teknik pengumpulan data berupa pengumpulan bahan studi
kepustakaan Teknis analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengolah bahan hukum primer dan sekunder yang telah didapat dari studi
kepustakaan sebelumnya, kemudian di susun menjadi sebuah karya ilmiah atau
penelitian yang ditujukan guna mendapatkan saran-saran mengenai apa yang
seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Di Indonesia, Peraturan yang
mengatur secara spesifik tentang pendakian gunung belum ada, sedangnya di Nepal
sudah ada peraturan khusus yang mengatur pendakian saat di gunung. Dalam hal
kesadaran hukum juga di Indonesia belum terimplementasi dengan maksimal,
sedangkan di Nepal memiliki regulasi yang ketat sehingga kesadaran hukum bisa
timbul. 2) Pendakian gunung dalam islam tidak rinci dijelaskan namun dalam hal
ini ada berbagai aspek yang berkaitan seperti menjaga lingkungan, keselamatan,
dan etika. Selain itu adapula norma kesopanan yang tentu saja semua hal ini
haruslah dipatuhi dan di taati. Dalam menjaga lingkungan di Islam tercantum dalam
figh bi’ah yang mana tentu saja penelitian ini dapat dikaji menurut perspektf siyasah
dusturiyah. Siyasah dusturiyah fokus pada aspek tata negara dan kebijakan
pemerintahan, sedangkan figh bi'ah fokus pada penerapan hukum Islam dalam
kehidupan sehari-hari.
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This research is motivated by the large number of accident cases on the
mountain and also the lack of awareness and responsibility of climbers in
complying with existing regulations. In this case, of course, the government also
plays a role in being accountable for these things, such as there must be clear and
specific regulations and rules governing mountains in Indonesia, and there must be
strict sanctions for those who break the rules. The problem formulation of this
research is: 1) How do the laws compare between mountain climbing regulations
in Indonesia and other countries? 2) What is the legal responsibility for mountain
climbing in the perspective of Islamic law? This type of research is through a
literature study approach and normative analysis. Data Collection Techniques
consist of collecting library study. The data analysis techniques used are data
condensation, data presentation and drawing conclusions. Checking the validity of
the data used in this research is carried out by identifying, analyzing and processing
primary and secondary legal materials that have been obtained from previous
literature studies, then compiling them into a scientific work or research aimed at
obtaining suggestions regarding what to do. should be done to solve a particular
problem.

The research results show that: 1) In Indonesia, there are no regulations that
specifically regulate mountain climbing, whereas in Nepal there are special
regulations that regulate mountain climbing. In terms of legal awareness, in
Indonesia it has not been implemented optimally, whereas in Nepal there are strict
regulations so that legal awareness can arise. 2) Mountain climbing in Islam is not
explained in detail, but in this case there are various related aspects such as
protecting the environment, safety and ethics. Apart from that, there are also norms
of politeness which of course all of these things must be obeyed and adhered to.
Protecting the environment in Islam is stated in Figh Bi'ah, of course this research
can be studied from the Dusturiyah siyasah perspective. Siyasah dusturiyah focuses
on aspects of state administration and government policy, while figh bi'ah focuses
on the application of Islamic law in everyday life.
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